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Abstract

This paper intends to analyze the restriction of radiology services in the use of ultrasound (ultrasound) by an private midwife. Health workers have an important role to improve the quality of health services to community to increase awareness, willingness, and the ability of healthy live. Midwife is one health worker who participate in providing health services to the community, especially in the decline of Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR). Science and technology in the field of health is growing very rapidly, including the existence of ultrasonography which is one of radiology services. Based Permenkes 780 / Menkes / Per / VIII / 2008 on the Implementation of Radiological Services that diagnostic radiology services can only be held in government and private health services which includes one other health care facilities determined by the Minister. This aims of this study is analyze the provisions of Permenkes No.780 / Menkes / Per / VIII / 2008 On the Implementation of Radiological Services is restrictive or still open to other health workers The method of this research is the Statute Approach, which is by reviewing the laws and regulations relevant to the issues discussed with the Conceptual Approach from the viewpoints and doctrines that developed within the science of law. It was found that one of the authorities to provide radiology services is a health service facility stipulated by the minister but not clearly stated the type of health care facility. This indicates that there are opportunities for other health service facilities to be part of the authorized facility to provide radiology services in accordance with established regulations.
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Abstrak
Tulisan ini bermaksud untuk menganalisis restriksi penyelenggaraan pelayanan radiologi dalam hal penggunaan ultrasonografi (USG) oleh bidan praktik mandiri. Tenaga kesehatan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang ikut memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat terutama dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kesakitan dan Kematian Bayi (AKB).  Ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan berkembang sangat pesat, diantaranya adalah adanya ultrasonografi yang merupakan salah satu pelayanan radiologi.  Berdasarkan Permenkes No.780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi bahwa pelayanan radiologi diagnostik hanya dapat diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah swasta yang meliputi  salah satunya Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan Menteri. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis ketentuan Permenkes No.780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi bersifat restriktif (membatasi) atau masih terbuka bagi tenaga kesehatan lain. Metode yang digunakan adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandang dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Didapatkan bahwa salah satu diantara yang berwenang menyelenggarakan pelayanan radiologi adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh menteri tetapi tidak disebutkan secara jelas jenis fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya peluang bagi fasilitas pelayanan kesehatan lain untuk menjadi bagian dari fasilitas yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan radiologi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. 
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A. Pendahuluan
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segala bidang berpengaruh terhadap meningkatnya kritis masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kebidanan. Hal ini menjadi tantangan bagi profesi bidan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan praktik kebidanan serta dalam memberikan pelayanan yang berkualitas (Rury Narulita Sari. 2012. Konsep Kebidanan. Yogyakarta. Graha Ilmu).

Pelayanan kebidanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan. Pelayanan kebidanan tergantung bagaimana struktur social budaya masyarakat dan termasuk kondisi social ekonomi, social demografi. Bidan sebagai tenaga pemberi jasa pelayanan harus menyiapkan diri untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan masyarakat atau pelayanan kebidanan. Keadilan dalam pelayanan dimulai dari pemenuhan kebutuhan klien, sumber daya pelayanan kebidanan selalu siap melayani, adanya riset dalam kebidanan untuk meningkatkan pelayanan kebidanan, dan keterjangkauan tempat pelayanan. Tingkat ketersediaan ini merupakan syarat utama untuk terlaksananya pelayanan kebidanan. Sikap bidan harus tanggap terhadap klien, sesuai kebutuhan klien, tidak membedakan pelayanan kepada siapapun (Heni Puji Wahyuningsih. 2007. Etika Profesi Kebidanan. Yogyakarta. Fitramaya).
Bidan adalah profesi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. bidan mempunyai tugas penting dalam memberi bimbingan, asuhan dan penyuluhan kepada ibu hamil, persalinan, nifas dan menolong persalinan dengan tanggung jawabnya sendiri serta memberi asuhan pada bayi lahir. Asuhan ini termasuk tindakan pencegahan, deteksi kondisi abnormal ibu dan anak, usaha mendapatkan bantuan medik dan melak​sanakan tindakan kegawatdaruratan. Bidan mempunyai tugas penting dalam pendidikan dan konseling untuk klien, keluarga dan masyarakat. Tugas ini meliputi: pendidikan antenatal, persiapan menjadi orang tua, keluarga berencana, dan asuhan anak. Bidan dapat berpraktek di rumah sakit, klinik, dan unit kesehatan lain (Heni Puji Wahyuningsih, Ibid)
Sejalan dengan kemajuan teknologi kedokteran dewasa ini, kemampuan untuk mendeteksi atau mendiagnosis masalah kehamilan makin meningkat. Perawatan kehamilan yang baik, termasuk uji skrining dan diagnostik, merupakan peluang untuk mendapatkan kehamilan yang baik dan melahirkan bayi yang sehat akan lebih besar. Ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan berkembang sangat pesat, diantaranya adalah adanya ultrasonografi yang merupakan salah satu pelayanan radiologi. Pelayanan radiologi adalah pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas energi radiasi untuk diagnosis dan terapi, termasuk pencitraan dan penggunaan emisi radiasi dengan sinar-X, radioaktif, ultrasonografi dan radiasi radio frekuensi elektromagnetik.(Dwi Erna Widayanti. 2015. Perlindungan Hukum terhadap Bidan Praktik Mandiri Dalam Penggunaan Ultrasonografi Di Kabupaten Wonosobo. Tesis. Universitas Gadjah Mada) 
Berdasarkan Permenkes No.780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi bahwa pelayanan radiologi diagnostik hanya dapat diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah swasta yang meliputi :
a. Rumah Sakit

b. Pusat Kesehatan Masyarakat (hanya untuk penggunaan USG);

c. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan perawatan;

d. Balai Pengobatan Paru-Paru (BP4) /Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) dan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) 

e. Praktik Perorangan dokter atau praktik perorangan dokter spesialis/praktik dokter berkelompok dokter atau praktik berkelompok dokter spesialis

f. Praktik Perorangan dokter gigi atau praktik perorangan dokter gigi spesialis/praktik dokter berkelompok dokter gigi atau praktik berkelompok dokter gigi spesialis;

g. Balai Besar Laboratorium Kesehatan/Balai Laboratorium Kesehatan;

h. Sarana Kesehatan Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (clinic medical check up)
i. Laboratorium Kesehatan Swasta

j. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan Menteri

Dalam Permenkes No.780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi tidak ada aturan bahwa bidan praktik mandiri boleh menyelenggarakan pelayanan radiologi. Menurut prasurvey penelitian diperoleh informasi bahwa di beberapa wilayah di Indonesia,  bidan tidak direkomendasikan untuk menggunakan usg karena tidak adanya peraturan hukum yang jelas, tetapi kenyataanya dilapangan ada bidan yang menggunakan usg saat praktek dirumah, dari hal tersebut artikel ini menganalisis tentang restriksi penyelenggaraan pelayanan radiologi dalam hal penggunaan ultrasonografi (USG) oleh bidan praktik mandiri.
B. Metode Penelitian
Bertolak dari pengertian hukum sebagai norma, atau asas-asas hukum oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian hukum / doctrinal, dengan menggunakan metode Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandang dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan dokrtin-doktrin didalam ilmu hukum,peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,konsep-konsep hukum,dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Jenis dan sumber bahan hukum yaitu Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat karena bersumber dari peraturan-peraturan perundang-undangan dalam bidang radiologi yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Pelayanan Radiologi dan Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, karena itu bahan hukum ini diperoleh dari buku-buku literatur, makalah, jurnal-jurnal Nasional dan Internasional, dan sebagainya.Tehnik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik inventarisasi bahan-bahan hukum melalui cara manual disamping memanfaatkan indeks online menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif dan interpretasi. 
Metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan  bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis  itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus (Peter Mahmud Marzuki, 2009. Penelitian Hukum, Edisi I Cetakan 5, Jakarta: Kencana)
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Multiinterpretasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pelayanan Radiologi

Radiologi merupakan cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penggunaan semua modalitas yang menggunakan energi radiasi pengion maupun non pengion, untuk kepentingan imajing diagnosis dan prosedur terapi dengan  menggunakan panduan radiologi, termasuk teknik ultrasonografi dan radiasi radio  frekuensi elektromagnetik oleh atom-atom (Alhamid A, Savitri E. 2006. Penentuan lokasi gigi impaksi secara radiografis. J of  the Indonesian dental association)
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pelayanan Radiologi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun Tahun 2009 tentang Kesehatan

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
7. Permenkes No.780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Dan Prasarana Rumah Sakit 
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 375/Menkes/SK/III/2007 Tentang  Standar Profesi Radiografer 

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standar Pelyanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan

Pelayanan radiologi diagnostik adalah pelayanan penunjang dan/atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan/atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dan radiologi intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.
Peraturan perundang-undangan yang mengandung restriksi fasilitas pelayanan kesehatan yang berwenang meyelenggarakan pelayanan radiologi terdapat dalam Pasal 3 Permenkes No.780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi. Menurut Permenkes ini, Pelayanan radiologi diagnostik hanya dapat diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang meliputi :
a. Rumah Sakit
a. Pusat Kesehatan Masyarakat (hanya untuk penggunaan USG);
b. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan perawatan;
c. Balai Pengobatan Paru-Paru (BP4) /Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) dan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) 
d. Praktik Perorangan dokter atau praktik perorangan dokter spesialis/praktik dokter berkelompok dokter atau praktik berkelompok dokter spesialis
e. Praktik Perorangan dokter gigi atau praktik perorangan dokter gigi spesialis/praktik dokter berkelompok dokter gigi atau praktik berkelompok dokter gigi spesialis;
f. Balai Besar Laboratorium Kesehatan/Balai Laboratorium Kesehatan;
g. Sarana Kesehatan Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (clinic medical check up)
h. Laboratorium Kesehatan Swasta
i. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan Menteri
Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.  Rumah sakit melakukan beberapa jenis pelayanan diantaranya pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan perawatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan kesehatan, sebagai tempat pendidikan dan atau pelatihan medik dan para medik, sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan serta untuk menghindari risiko dan gangguan kesehatan sebagaimana yang dimaksud, sehingga perlu adanya penyelenggaan kesehatan lingkungan rumah sakit sesuai dengan persyaratan kesehatan (http://smartplusconsulting.com/2013/09/pengertian-rumah-sakit-menurut-keputusan-menteri kesehatan-ri/)
Dalam Pasal 3 Permenkes No.780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi, disebutkan bahwa salah satu diantara yang berwenang menyelenggarakan pelayanan radiologi adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh menteri tetapi tidak disebutkan secara jelas jenis fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya peluang bagi fasilitas pelayanan kesehatan lain yang tidak disebutkan dalam pasal tersebut untuk menjadi bagian dari fasilitas yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan radiologi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
2. Penerapan USG dalam Bidan Praktek Mandiri

Salah satu perkembangan dalam bidang teknologi kedokteran adalah Ultrasonography (USG). Perkembangan USG sudah dimulai sejak kira-kira tahun 1960 yang dirintis oleh Profesor Ian Donald. Sejak itu, sejalan dengan kemajuan teknologi bidang komputer, perkembangan ultrasonografi juga maju dengan pesat sehingga saat ini sudah dihasilkan USG 3 Dimensi dan real-time 3D (Live 3D atau 4D). Namun, perkembangan USG di Indonesia dimulai sekitar tahun 1970 (Judi Januadi Endjun. 2007. Ultrasonografi Dasar Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: Balai Penerbit Buku Kedokteran)  Ultrasonografi medis (sonografi) adalah sebuah teknik diagnostik pencitraan menggunakan suara ultra yang digunakan untuk mencitrakan organ internal dan otot, ukuran mereka, struktur, dan luka patologi, membuat teknik ini berguna untuk memeriksa organ. Sonografi obstetrik biasa digunakan ketika masa kehamilan.

Pemeriksaan menggunakan USG dilakukan untuk melihat keadaaan janin, cairan ketuban, letak plasenta dan mengukur besarnya rahim untuk memperkirakan berat badan janin, usia kehamilan, jenis kelamin janin (Mellyna Hulliana, 2001. Panduan Menjalani Kehamilan Sehat, Jakarta: Puspa Swara, p. 78)  Pemeriksaan USG terus mengalami perkembangan dengan pesat sehingga saat ini USG mempunyai peranan penting untuk menentukan kelainan berbagai organ tubuh dan mencari adanya kelainan bawaan janin.
Indikasi utama pemeriksaan USG trimester pertama adalah untuk :(Budiarti Indri. 2006. Buku Ajar Ultrasonografi Dasar Obstetric Dan Ginekologi. Bandung. OBGIN FK UNPAD)
a. Mendiagnosa letak buah kehamilan (intra atau ekstrauterin)

b. Menilai komplikasi kehamilan dini (telur kosong (blighted ovum), abortus)

c. Mendeteksi kehidupan janin

Banyak para ahli yang menentang pendapat bahwasanya penggunaan USG  tersebut memberikan dampak negatif terhadap kehamilan. Menurut sejumlah studi eksperimental pada manusia dan hewan yang dilakukan di mancanegara, tak pernah  ditemukan efek negatif akibat penggunaan USG. Sementara, dalam situs Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), disebutkan bahwa USG baru berakibat negatif jika telah dilakukan sebanyak 400 kali.(http://www.driau.com/2014/01/manfaat-dan-bahaya-penggunaan-usg.html)
Beberapa manfaat USG kehamilan, yaitu :

1. Diagnosis dan konfirmasi awal kehamilan;
2. Melihat posisi dan kondisi plasenta;
3. Memeriksa denyut jantung janin;
4. Mengetahui jumlah janin yang dikandung ;
5. Menghitung usia kehamilan dan berat janin;
6. Mendiagnosis kelainan janin;
7. Memeriksa jumlah cairan ketuban;
8. Mengetahui jenis kelamin bayi.
Penentuan diagnosis menggunakan USG sudah seharusnya ditangani oleh tenaga yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang merupakan bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian dan kualifikasi di bidangnya. Sertifikat kompetensi tersebut diperoleh setelah tenaga kesehatan melakukan uji kompetensi yang merupakan proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku
peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang kesehatan (Dwi Erna Widayanti, Opcit.)

Dalam hal peraturan perundang-undangan tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang berwenang menggunakan ultrasonografi belum disebutkan secara tertulis, tetapi jika ditarik secara umum, ultrasonografi merupakan bagian dari cabang radiologi, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fasilitas pelayanan kesehatan yan berwenang menyelenggarakan pelayanan radiologi terdapat dalam Pasal 3 Permenkes No.780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi.
Dalam profesi kebidanan, ultrasonografi adalah suatu alat yang tidak asing lagi. Kemajuan teknologi yang semakin pesat berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas kesehatan di Indonesia terutana kesehatan ibu dan anak. Ultrasonografi merupakan salah satu bagian dari radiologi. Di beberapa daerah, ada sebagian bidan yang menggunakan ultrasonografi di tempat praktik mandiri untuk menunjang pemeriksaan yang lebih akurat dan efisien. Dari sisi peraturan perundang-undangan memang belum ada peraturan yang menyebutkan bahwa bidan berwenang dalam menyelenggarakan pelayanan radiologi khususnya ultrasonografi di tempat praktik mandirinya. 
Dewasa ini,  peran bidan di Indonesia dalam pelaksanaan USG masih sebatas persiapan dan pemberian konseling kepada pasien. Walaupun telah banyak bidan yang telah memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menggunakan USG yang biasanya diperoleh dari pelatihan USG untuk bidan. Akan tetapi, sesuai dengan Pasal 3 Permenkes Nomor 780 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pelayanan radiologi bahwa tidak disebutkan bahwa bidan praktik mandiri berwenang dalam penyelenggaraan pelayanan radiologi khususnya USG dan dalam permenkes nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan juga tidak disebutkan bahwa bidan memiliki kewenangan dalam menggunakan ultrasonografi. Tetapi, jika dilihat dari perkembangan teknologi dan pengetahuan sekarang ini, banyak dipromosikan pelatihan ultrasonografi bagi bidan. Para bidan akan diberi pelatihan dan keterampilan dalam mengunakan usg. Hal tersebut berdampak positif dalam rangka memajukan pengetahuan bidan dalam hal teknologi mutakhir. Di sisi lain usg juga merupakan alat untuk memudahkan deteksi dini adanya komplikasi pada ibu hamil, untuk menentukan letak janin, sehingga dari segi waktu juga pemeriksaan bagi ibu hamil akan relatif lebih cepat. 

Kewenangan bidan dalam menjalankan praktik telah diuraikan dalam Permenkes nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan, seperti yang disebutkan di dalam beberapa Pasal berikut ini :

Pasal 9 :

(1) Pelayanan kesehatan ibu

(2) Pelayanan kesehatan anak

(3) Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana

Pasal 10
(1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a diberikan pada masa pra hamil, kehamilan, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui dan masa antara dua kehamilan.

(2) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :


a. Pelayanan konseling pada masa pra hamil

b. Pelayanan antenatal pada kehamilan normal

c. Pelayanan persalinan normal

d. Pelayanan ibu nifas normal

e. Pelayanan ibu menyusui

f. Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan

(3) Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berwenang untuk :

a. Episiotomi

b. Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II

c. Penanganan kegawat-daruratan, dlanjutkan dengan perujukan

d. Pemberian tablet Fe pada ibu hamil

e. Pemberian Vit A dosis tinggi pada ibu nifas

f. Bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi ASI ekslusif

g. Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum

h. Penyuluhan dan konseling

i. Bimbingan pada kelompok ibu hamil

j. Pemberian surat keterangan kematian

k. Pemberian surat keterangan cuti bersalin

Pasal 11
(1) Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksd dalam pasal 9 huruf b diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak pra sekolah

(2) Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :

a. Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusu dini, injeksi vit K 1, perawatan bayi baru lahir   pada masa neonatal (0-28 hr) dan perawatan tali pusat

b. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk

c. Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan rujukan

d. Pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintahPemantauan   tubuh kembang bayi, anak balita dan anak prasekolah

e. Pemberian konseling dan penyuluhan

f. Pemberian surat keterangan kelahiran

g. Pemberian surat keterangan kematian

Pasal 12
Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berwenang untuk

a. Memberikan penyuluhan dan konseling; kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana

b. Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom

Pasal 13
(1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, 11, dan 12, bidan yang menjalankan program pemerintah berwenang melakukan pelayanan kesehatan meliputi :

a. Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kotrasepsi dalam rahim, dan alat kontrasepsi bawah kulit

b. Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus   penyakit kronis tertentu dilakukan dibawah supervisi dokter

c. Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkan

d. Melakukan   pembinaan   peran   serta   masyarakat di   bidang kesehatan ibu dan anak, anak   usia sekolah dan   remaja, dan penyehatan lingkungan

e. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah, dan anak sekolah

f. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas

g. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya

h. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi

i. Pelayanan kesehatan lain yang merupakan program Pemerintah

(2) Pelayanan alat kontasepsi bawah kulit, asuhan antenatal terintegrasi, penanganan bayi dan anak balita sakit, dan pelaksanaan deteksi dini, merujuk dan memberikan peyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) dan penyakit lainnya, serta pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) hanya dapat dilakukan oleh bidan yang telah dilatih untuk itu.
Sesuai Permenkes RI No.1464/Menkes/PER/X/2010 Pasal 18, Bidan dalam menjalankan praktik/kerja senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidan dalam menjalankan praktik kebidanan harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Kewajiban bidan dapat dijabarkan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/Menkes/SK/111/2007 tentang Standar Profesi Bidan yang di dalamnya terdapat Kode Etik Bidan Indonesia yaitu sebagai berikut:
a. Kewajiban terhadap Klien dan Masyarakat

1) Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya;

2) Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan;

3) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat; 

4) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien, clan nilai-nilai yang dianut oleh klien;

5) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga, dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya;

6) Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal.

b. Kewajiban terhadap Tugasnya

1) Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yangdimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat; 

2) Setiap bidan berkewajiban memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan dalam mengambil keputusan termasuk mengadakan konsultasi clan atau rujukan; 

3) Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien
c. Kewajiban terhadap Sejawat dan Tenaga Kesehatan Lainnya

1) Setiap bidan harus menjalin hubungan yang baik dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi;

2) Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus Baling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya.

d. Kewajiban terhadap Profesinya

1) Setiap bidan wajib menjaga Hama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi clan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat;

2) Setiap bidan wajib senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

3) Setiap bidan senantiasa berperan Berta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan-mutu dan citra profesinya.

e. Kewajiban terhadap Diri Sendiri

1) Setiap bidan wajib memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik;

2) Setiap bidan wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampi Ian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

3) Setiap bidan wajib memelihara kepribadian dan penampilan diri.

f. Kewajiban terhadap Pemerintah, Nusa, Bangsa, dan Tanah Air

1) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan Kesehatan Reproduksi, KIA-KB, dan kesehatan keluarga;

2) Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk  meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA-KB dan kesehatan keluarga.
Ditinjau dari beberapa sisi positif dari manfaat usg bagi bidan diharapkan adanya peraturan yang membolehkan bidan dalam menggunakan usg yang nantinya akan diikuti oleh peraturan baru tentang kewenangan bidan dalam menggunakan usg di dalam praktik mandirinya. Praktik mandiri perseorangan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan keperawatan /kebidanan /keterapian fisik/ortotik prostetik /teknik gigi oleh perawat /bidan /fisioterapis /okupasi terapis /terapis wicara /ortotis prostetis/teknisi gigi pada suatu tempat yang dimiliki oleh perorangan (Petunjuk Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 2011. Semiloka Revisi Pp 38 /2007 Tentang Pembagian Urusan Dan Nspk : Implikasinya Terhadap Kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan Serta Staf Kementerian Kesehatan. Yogyakarta. Hal.10)
Jadi dapat disimpulkan bahwa bidan praktik mandiri adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif, khususnya dalam pelayanan kebidanan. Bidan praktik mandiri adalaha salah satu dari bentuk dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Jika dilihat dari sudut tata bahasa dalam Permenkes No.780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Pasal 3, huruf J, disebutkan “Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri”.  Bidan praktik Mandiri adalah salah satu bentuk dari fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, ada peluang bagi bidan praktik mandiri untuk menjadi bagian dari bentuk fasilitas pelayanan kesehatan yang diperbolehkan dalam menyelenggarakan pelayanan radiologi khusus dalam penggunaan ultrasonografi.
D. Kesimpulan
Permenkes No.780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi bersifat terbuka bagi tenaga kesehatan yang lain khususnya bidan praktek mandiri. Hal ini dilihat dari segi tata bahasa dalam Permenkes khususnya Pasal 3, huruf J, disebutkan “Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri”.  Bidan praktik Mandiri adalah salah satu bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, ada peluang bagi bidan praktik mandiri untuk menjadi bagian dari bentuk fasilitas pelayanan kesehatan yang diperbolehkan dalam menyelenggarakan pelayanan radiologi khususnya dalam penggunaan ultrasonografi. dengan syarat yang ditetapkan seperti sudah mengikuti pelatihan, mempunyai keterampilan dan pengetahuan tentang ultarsonografi dan mendapat sertifikat.
E. Saran
1. Sebaiknya Permenkes No.780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi dapat menjadi acuan bagi bidan dalam mnggunakan ultrasonografi dalam praktik mandiri, mengingat ultarsonografi merupakan salah satu cabang dari radiologi.
2. Diperlukan peraturan yang tertulis dan jelas tentang kewenangan bidan dalam menggunakan ultrasonografi baik dari permenkes tentang radiologi maupun permenkes tentang kewenangan bidan. Agar tercipta hukum ideal bagi bidan sehingga bidan mendapat perlindugan hukum.
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